PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN

Menimbang :

Mengingat

®

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk menindaklanjuti tertibnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda Kabupaten sarolangun
Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil
Hutan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3669);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3952).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 40 TAHUN 2001
TENTANG RETREBUSI HASIL HUTAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Perda Kabupaten
Sarolangun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retrebusi Hasil Hutan.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2¢ joucni 2007

BUPATI SAROLAGUN

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 ja.anc 2007
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